
 

   
 
 

BUPATI BUTON 
PROVINSI SULAWESI TENGGARA 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON 
NOMOR   3   TAHUN  2015 

 

 

T E N T A N G 
 

 

PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN 
PENANAMAN MODAL DI DAERAH 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
 

BUPATI BUTON, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menarik penanam modal dan 
meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan 
perekonomian daerah, diperlukan pemberian insentif dan atau 
kemudahan kepada masyarakat dan atau penanam modal; 

 b. bahwa agar pemberian insentif dan/atau pemberian 
kemudahan penanaman modal oleh pemerintah daerah tidak 
bertentangan dengan prinsip pemberian insentif dan 
pemberian kemudahan penanaman modal dan ketentuan 
perundang-undangan, maka diperlukan pedoman pemberian 
insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di 
daerah; 

 c. bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 45 
Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan 
Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, 
ketentuan mengenai pemberian insentif dan dan pemberian 
kemudahan penanaman modal di daerah diatur dengan 
Peraturan Daerah;   

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk 
Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Pemberian 
Kemudahan Penanaman Modal di Daerah; 

 

Mengingat :     1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

 
 
 



 
 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4724); 

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725); 

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4866); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);  

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaiamana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang 
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3733); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4767); 

 
 



 
 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan 
Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4861); 

17. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama 
Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan 
Infrastruktur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama 
Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan 
Infrastruktur; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2009 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Kabupaten Buton Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Buton Tahun 2009 Nomor 68); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2011 
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom 
(Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 Nomor 1); 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON 
 

dan 
 

BUPATI BUTON 
 
 

MEMUTUSKAN: 
 
 

   Menetapkan  :    PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF  DAN  
PEMBERIAN KEMUDAHAN  PENANAMAN  MODAL                    
DI DAERAH. 

 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:  

1.  Daerah adalah Kabupaten Buton. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.   
3.  Bupati adalah Bupati Buton.  
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya 

disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Buton. 

5.  Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten 
Buton.  

 



 
 

6. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan 
Pemerintah Daerah yang berwenang dalam bidang 
penanaman modal dan mendapat pendelegasian wewenang 
dari Bupati. 

7. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan 
menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri 
maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di 
Kabupaten Buton sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 

8. Penanaman modal dalam negeri yang selanjutnya 
disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk 
melakukan usaha di Daerah yang dilakukan oleh penanam 
modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam 
negeri. 

9. Penanaman modal asing yang selanjutnya disingkat PMA 
adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha 
di Daerah yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik 
yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun 
yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. 

10. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha 
yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa 
penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. 

11.  Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang 
perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang 
memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil 
dan Menengah. 

12.  Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri 
sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan 
usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau 
bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau 
menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari 
Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi 
kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 

13.  Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang 
berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau 
badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan 
atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau 
menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung 
dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memenuhi 
kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 

14. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang 
dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan 
bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari 
Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik 
negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing 
yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. 

15.  Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha 
Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan 
ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia. 

 
 
 
 



 
 

16.  Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, 
Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara 
sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan 
pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang 
menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. 

17. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah 
Daerah melalui penetapan berbagai peraturan perundang-
undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan 
ekonomi agar penanam modal memperoleh pemihakan, 
kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan 
berusaha yang seluas-luasnya. 

18. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh 
Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan 
masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, 
dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, 
pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk 
menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya 
saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 

19.  Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya 
disingkat LKPM adalah laporan berkala yang disampaikan 
oleh perusahaan mengenai perkembangan pelaksanaan 
penanaman modalnya dalam bentuk tata cara sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 

 
 
 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

 
 
 

Pasal 2 
 

Maksud dan tujuan pemberian insentif dan kemudahan 
adalah untuk menarik dan merangsang penanam modal 
untuk melakukan penanaman modal di daerah dalam rangka 
menciptakan akses dan kemampuan ekonomi serta 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. 

 
 
 

BAB III 
ASAS DAN SASARAN PENANAMAN MODAL 

 
 
 

Bagian Kesatu 
Asas Penanaman Modal 

 
 

Pasal 3 
 

Setiap kegiatan penanaman modal wajib memperhatikan 
asas-asas sebagai berikut: 

a. kepastian hukum; 
b. keterbukaan; 
c. akuntabilitas; 
d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal 

negara; 
e. kebersamaan; 
f. efisiensi berkeadilan; 


